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PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

KOLEKSI PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk menjamin tersedianya koleksi yang lengkap
dan mutahir di lingkungan Perpustakaan Nasional,
diperlukan kebijakan pengembangan koleksi dalam
upaya melestarikan hasil budaya bangsa guna
terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
bahwa  perkembangan teknologi, informasi, dan
komunikasi mendorong meningkatnya minat pemustaka
terhadap berbagai jenis bahan perpustakaan, perlu
dilakukan penambahan berbagai jenis koleksi sesuai
dengan kebutuhan;

bahwa Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi
Perpustakaan Nasional sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan pemustaka sehingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang
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Mengingat

Perubahan atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengembangan

Koleksi Perpustakaan Nasional;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990
tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3457);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya
Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3820);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
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Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun
2016 tentang Kebijakan Pengembangan  Koleksi
Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1427);

8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Perpustakaan
Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1427) diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Perpustakaan Nasional ini.
Pasal II

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2019

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD SYARIF BANDO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KOLEKSI
PERPUSTAKAAN NASIONAL

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI
PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, Pasal 1 ayat (J5), Perpustakaan Nasional RI adalah
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai pelaksana
pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai
perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,
perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan sebagai pusat
jejaring perpustakaan. Sebagai perpustakaan rujukan dan perpustakaan
penelitian, Perpustakaan Nasional RI memiliki tanggung jawab
menjamin tersedianya koleksi yang lengkap sesuai Kkebutuhan
pemustaka. Sebagai perpustakaan deposit, Perpustakaan Nasional RI
wajib menyimpan seluruh karya cetak dan karva rekam yang terbit di
Indonesia sebagai koleksi Indonesiana. Sedangkan sebagai pusat

jejaring perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI wajib menyediakan
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